KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
NOMOR : 07/Kpts /KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/11/2017

TENTANG

PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 84 ayat (4)
o pengei,"’}fm’rﬁin,i? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 téntang Perubahan
i PR | petapon, Perstures, Fomeclinhs Bl tinfng
2 e / Undanz Nomor 1 Tahun 2014 tengtjng Pemilihagn
3 |Divisi Logistik |
K S et 1% Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
5~ f{aui‘;‘;zg W sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang
6 {Sekretaris Nomor 10 Tahun 2016;

b. Bahwa unutuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a huruf, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Penetapan

Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan



Mengingat

1.

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun
2017,

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Boalemo ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Boalemo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 77 ), Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3965);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5656)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5678);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum



10.

Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008,
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008
dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun
2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah
dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2008;

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan
Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012,
Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang
Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan,
Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo
Nomor : 20/Kpts /KPU Kab.
Boalemo/Pilbub/027.436540/1X/2016 tentang Perubahan

kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten Boalemo Nomor : 01/Kpts /KPU Kab.
Boalemo/Pilbub/027.436540/V /2016 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;

Memerhatikan: 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara

‘%ﬂans Pomanto

Pemerintah Kabupaten Boalemo dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Boalemo Nomor

28 /NPHD/uang/2016 dan Nomor 02/Kpts/KPU Kab.
Boalemo/027.436540/V /2016 Tanggél 4 Mei 2016;

Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Boalemo tanggal 06 Februari 2017,

MEMUTUSKAN :
Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOALEMO TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017
KESATU Menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo
Tahun 2017.
KEDUA Penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
dilaksanakan pada HARI RABU TANGGAL 15 Februari
2017.
KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 06 Februari 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
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